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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mampu melaksanakan 

perdamaian dan keadilan sosial. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri 

atas daerah-daerah kabupaten dan kota.  Berdasarkan asas otonomi daerah, daerah diberi 

kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan 

maksud dan tujuan antara lain agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat serta memudahkan masyarakat mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD).  

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah 

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. 

Pajak daerah merupakan sumber penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan 

penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu 

komponen dari Pendapatan Asli Daerah adalah belum adanya kontribusi yang signifikan 

terhadap penerimaan negara. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis-jenis penerimaan 
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pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat 

potensial. Menurut Yani (2009) memberi batasan bahwa retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan 

(Dalam Wempy Banga,2017 : 95). 

Objek retribusi daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pada pasal (108) ayat (1), bahwa 

objek retribusi terdiri atas 3 objek, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi jasa perizinan tertentu.  Batasan secara normatif tentang retribusi jasa umum, 

tercantum dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009, pasal (109), yang mengemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan 

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah 

sebagai berikut: 

1. Retribusi pelayanan kesehatan 

2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

3. Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil 

4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat 

5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

6. Retribusi pelayanan pasar 

7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

9. Retribusi penggantian biaya cetak peta 

10. Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus 

11. Retribusi pengolahan limbah cair 

12. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang 

13. Retribusi pelayanan Pendidikan 

14. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2006 bahwa salah 

satu bentuk retribusi yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber 
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kas daerah adalah retribusi pencegahan bahaya kebakaran yaitu pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam 

kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat. Alat pemadam api adalah alat 

untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan 

Alat Pemadam Api Berat (APAB) dengan menggunakan roda.  

Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana 

yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda 

yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan. Bahaya kebakaran 

merupakan bahaya yang tidak dapat diduga kapan akan datang. Aktifitas-aktifitas penghuni 

bangunan dan berbagai peralatan yang digunakan dapat menjadi penyebab kebakaran. 

Bangunan perlu dilengkapi proteksi kebakaran, sarana penanggulangan kebakaran, dan 

fasilitas penyelamatan jiwa. Fasilitas tersebut tidak hanya harus disiapkan, tetapi juga perlu 

diperhatikan persyaratan teknis dan standar mutu serta perawatannya. Sarana tersebut 

apabila tidak dirawat dapat tidak berfungsi sama sekali apabila terjadi kebakaran. 

Alat pemadam kebarakan telah banyak dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat 

dan perusahaan. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) merupakan salah satu peralatan wajib 

yang harus ada untuk menjamin keselamatan di tempat-tempat umum seperti perbelanjaan, 

hotel, perkantoran, tempat Pendidikan dan bahkan rumah pribadi pun perlu memiliki alat 

pemadam kebarakan untuk keselamatan. Alat pemadam kebakaran yang ada dalam 

masyarakat perlu adanya perawatan agar ketika saat akan digunakan, dapat dipergunakan 

dengan baik sehingga pemerintah melakukan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian 

pada alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat. 

Pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran kota Palembang telah di 

atur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 tahun 2011 tentang Pembinaan dan 
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Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa 

pembinaan terhadap upaya penyelamatan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

dimaksudkan adalah sebagai arahan, pedoman dan pengawasan pelaksanaan penyelamatan 

dan pemadam kebakaran.  

Dalam peraturan daerah kota Palembang nomor 31 tahun 2011 pasal 91 dan 92, 

menjelaskan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi. Dengan nama retribusi 

pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan 

pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Kota. Objek retribusi pemeriksaan 

alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pencegah 

kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa oleh Pemerintah 

Kota terhadap alat-alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana 

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh badan usaha atau masyarakat.  

Penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Palembang dari 

tahun 2016 sampai 2018 dapat dikatakan stabil, akan tetapi angkanya belum melewati dari 

taeget yang ditetapkan. Target penerimaan retribusi dari tahun 2016 sampai 2018 terus 

meningkat. Pada tahun 2016, pemerintah menargetkan sebesar Rp. 527.667.353, kemudian 

meningkat lagi di tahun 2017 sebesar Rp. 575.000.000 dan meningkat lagi di tahun 2018 

sebesar Rp. 750.000.000. Untuk secara jelas, berikut tabel mengenai pendapatan dari 

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Kota Palembang 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Perolehan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran Kota Palembang Tahun 2016 sampai 2018 

 

No. 

 

Tahun 

 

Target Realisasi % 

Realisasi Wajib 

Retribusi 

Ketetapan 

(Rp) 

Wajib 

Retribusi 

Realisasi 

(Rp) 

1 2016 14.003 527.667.353 5.438 527.807.327 99,97 

2 2017 14.749 575.000.000 5.197 526.093.732 91,49 

3 2018 15.579 750.000.000 5.309 597.660.770 79,68 

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang 

 Dari tabel 1.1 di atas dijelaskan target dan realisasi pungutan retribusi pemeriksaan 

alat pemadam kebakaran Kota Palembang Tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018, 

dapat diketahui masih banyak wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya yaitu 

membayar retribusi. Selisih dari jumlah wajib retribusi dan wajib retribusi yang terealisasi 

sangatlah jauh. Bila dilihat dari jumlah wajib retribusi yang terealisasi dengan penerimaan, 

tidak menutup kemungkinan jika pengelolaan retribusi dilakukan lebih baik lagi, akan 

mendapatkan penerimaan retribusi yang jauh lebih banyak bahkan melewati dari target yang 

ditentukan. 

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran dapat dikatakan belum maksimal, karena masih banyaknya jumlah alat pemadam 

kebakaran yang belum diperiksa, khususnya alat pemadam api ringan (APAR) dan alat 

pemadam kebakaran berat (APAB). Untuk secara jelas, berikut data yang menunjukkan 

jumlah alat pemadam kebakaran yang tersebar di Kota Palembang dan jumlah alat pemadam 

kebakaran yang telah diperiksa 
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Tabel 1.2 Jumlah Alat Pemadam Kebakaran di Kota Palembang dan Jumlah Alat 

Pemadam Kebakaran yang Telah Diperiksa Tahun 2016 sampai 2018 

 

Tahun 

 

Jumlah 

APAR 

Jumlah APAR 

yang diperiksa 

% 

Realisasi 

Jumlah 

APAB 

Jumlah APAB 

yang diperiksa 

% 

Realisasi 

2016 27.649 16.593 60,01 582 244 41,92 

2017 27.984 15.825 56,55 607 234 38,55 

2018 28.771 18.402 63,96 639 300 46,94 

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Pembinaan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 48 ayat (1) 

mengatakan bahwa setiap bangunan umum/ tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, 

tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan 

alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan 

jarak jangkau maksimum 20 meter dari setiap tempat, minimal 2 (dua) buah per lantai. 

Dari tabel 1.2 diatas dijelaskan bahwa masih banyaknya alat pemadam kebakaran 

yang tidak diperiksa oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

kurangnya pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, apabila 

pengelolaan nya diperbaiki, bukan tidak mungkin jika bisa menambah jumlah penerimaan 

dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Adapun faktor penghambat tidak 

tercapainya target retribusi ini yaitu kurangnya kesadaran dari wajib retribusi untuk 

membayar kewajibannya. 

 Berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat yang dimuat di sripo.com bahwa 

terdapat beberapa keluhan yang disampaikan saudara Yayat Priyatna terkait kepengurusan 

retribusi alat pemadam api ringan untuk Kota Palembang, antara lain: 
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1. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sering 

mendatangi took-toko secara langsung. Bila dilihat dari kepengurusan seharusnya 

tidak mencapai nilai Rp.50.000,-. Aktual di lapangan kepengurusan dengan petugas 

lapangan bias mencapai Rp.150.000,- sampai Rp.200.000,- pertahunnya. 

2. Belum ada sistem/loket resmi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang. 

Mereka kesulitan untuk mengurus langsung ke dinas terkait perpanjangan retribusi. 

Bila kesana tetap saja harus melalui petugas/calo dengan biaya yang sama seperti 

yang disebutkan diatas.  

3. Mohon direview ulang izin setiap dua tahunnya, yang mengharuskan refill alat 

pemadam api ringan. Biayanya sangat tinggi, dapat mencapai nominal 395.000 per 

APAR ukuran 3,5 kg. Bila mengacu standar international, hydrotest, dan pengujian 

dilakukan setiap lima tahun, bila APAR tersebut tidak pernah digunakan, mohon 

dapat dipertimbangkan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian terhadap 

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Palembang dengan judul “Analisis 

Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pemerikaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota 

Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dirumuskan permasalahan penelitian yaitu 

bagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang 

dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 

pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. 

2. Manfaat Penelitian 

Setelah memperoleh gambaran dan mengevaluasi hasil dari pengelolaan 

pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, maka diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dan teoritis maupun manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu administrasi publik dan 

dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah dan juga 

sebagai sub mata kajian dalam konteks ilmu administrasi publik. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dan 

peningkatan analisis pengelolaan retribusi alat pemadam kebakaran. 
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